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PERATURAR DAERAH
KABUPATERN PESISIR SELATAN
ROMOR 1 TAHUN 2017

TERTANG

tDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan darn
kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya;

b. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi
tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak

dalam upaya meningkatkan kuzlitas hidup perempuan
dan anak periu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah
dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib
pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam
bentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa  Dberdasarkan pertumbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957
Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

3. u:mumg Nomor 7 Tahun 1984 tentang
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10.

1.

Pengesahan Konvensi Mengenal Penghapusan _Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Cor'wentlﬂn. On
The Elimination Of All Form Of Discriminations Against
Woman) (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Asasi Manusia (Lembaran Negar
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2002

Perlindungan  Anak (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 5002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
Undang-Undang Nomor n3 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42393),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
Perafturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Layanan Terpa‘d‘tl Bagi Perempuan dan Anak Korban
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Kekerasan:

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kot2
Layak Anak;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan o B
Perlindungan Anak Republik indonesia Nomor 1 Taf{l:f;
2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Texnl

Perlindungan Perempuan dan Anak;

dan

Dengan Persetujuan Bersama

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

L.
- 1

3
4.

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan |
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ‘dlisingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
gatuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan.

pemberdayaan Perempuan adalah upaya Perlindungan, penguatan hak
asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipast
perempuan dalam pembangunan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada
dalam kandungan.

Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan
dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual,
psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga. komunitas
dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik, can negara.
perlindungan perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan
melindungi  hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran,
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ta terpilah gender dan anak.
;; am kelompok kerja data terpilah
 adalah koordinator dari seluruh OPD.
% stapkan kepala Bappeda sebagai
- dan anak dan kepala OPD yang meim
puan sebagai sekretaris pokja data terpilah. | ..
entukan pokja data terpilah gender dan an

..;_:: | Bupaﬁ.
| Pasal 46

sebagaimana dimaksud pada

ketua pokja data terpilah
bidangi pemberdayaan

daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 mempunya
Jenyusun rencana kerja kelompok kerja data terpilah gender dan a_nak
jengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periocde
,.. yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan
kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
‘meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data
vane dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait
penyusunan - data gender dan anak untuk tingkat
5 ghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data
mempresentasikan data di organisasi perangkat daerah dan
tnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara

bungan.

___yBABVI

- Umum "/

1) Pemerintah ~ Daerah dalam - upaya pemenuhan hak Anak

el o ;‘-'- W=
srtanggungjawab:

menetapkan dan melaksanakan ijakan -

ber S Anal san kebij serta program/kegiatan
o e dan| 3 menjamin hak asasi setiap Anak dengan tidak
x : ., # ;atus: haganukum 1a, :fa,kgl)lﬂngan, jenis kelamin, etnik, budaya
isik dan/atau mental;  irutan Relahiran Anak, dan kondisi

- A11C 1] "'}i
S gicatan | dan mengembangkan lembaga penyedia layanan
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aK Anat untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan
gkat kecerdasan Anak;

pengawasan  dan  pembinaan  dalam AN
aan pemenuhan hak Anak;

-__,'f,f"fi,j_j-*-r dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam

dungan Anak;
Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Anak
1a (sucC pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesual

ya.

o

herkewa,uban menyelenggarakan pencatatan kelahiran

tnna.kta kelahiran. |
n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

g peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan
mewmudkan hal terbaik bagi anak, setiap anak yang

M usia 17 tahun wajib memiliki kartu identitas anak.
s anak diterbitkan oleh OPD kependudukan dan pencatatan

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 50

menjamin terselenggaranya program wajib belajar
ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

s

Pasal 51

a satuan pendidikan wajib  memberikan
Anak untuk memperoleh layanan pendidikan

| '" 2 satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari
didikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan

kﬂrban tindak Kekerasan mengalami putus sekolah,
n kekerasan diberikan pendidikan formal maupun non
hli dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan
1) igan UPTD PPA.

Pasal 52

mlaemlah pendmmm dan pengajaran dalam
REERRAR . dan:tinguat- kecondasanigs: SNe!
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berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan
tan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik,
cependid . sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 53

_. 1 s disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan
'r sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal,
' j mﬁ'ﬂnnal termasuk program pendidikan inklusif.

ﬂ damh menyedmkan tenaga pendidik bagl pendidikan inklusif

Bagian Keempat
Kesehatan dan Sosial

iy ¥ i
3 . -‘..:'I:'F' b
- e - :'; = _.' |
il o e
i g T R
SRR L v g
XL Pasal 54
= B k . ¥
iy

anan kesehatan yang

Daerah wajib menyelenggarakan lay
leh derajat kesehatan

T " hensif bagi Anak, agar setiap Anak mempero
+,ﬁ m nal sejak dalam kandungan
_ayanar kesehatan yang kompre
ayat (1) meliputi: o
'“35 H_ e promﬂtlf, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan

"'.‘--‘: 1atar dasar;

15_"-5.;_ ! :;j;_;r 'A_. ASE dan beban biaya bﬂgl anak Elzl bumk anak Penyandang
~ disat . anak berkebutuhan khusus, anak yang terinfeksi  HIV/
~ AIDS pnkﬂ:ia anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

 psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban
";: ; :-; [ dﬂﬂ a.nak kﬂt‘bﬂn Pﬂtﬂagangan orang,

intah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib
akan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang

hclangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

henmf sebagaimana dimaksud pada

- '\-."

Pasal 55

' t:lf pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam
(2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat

ecara lebih optimal.

. tif sebagaunana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
[ sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai

at yang meliputi:

T a* air susu ibu ekslusif bagi bayi;

Imumsam bagi balita,

a.l'
111111111

hoba dan merokok.
pwmut:f sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
melakukan kegiatan lain dalam rangka penyeleggaraan

.l-'.f"

Pasal 56

nt g ayanar kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam
wruf .. tujukan untuk mencegah terjadinya penyakit

e ] -
b
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dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

ilm untuk pemberian ASI ekslusif pada bayi sampai
unisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;

n bergizi kepada balita dari keluarga kurang

posyandu untuk pelayanan kesechatan bagi ibu

emeriksas kesehatan secara berkala;

.a sanitasi dan air bersih disetiap sekolah; dan

_ + khusus menyusui atau ruangan pojok ASI di
b atnu dunia usaha.

Pasal 57

F ) kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam
lnmlf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi

pmgobatan
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

Pasal 38

keschatan dasar sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf a ditujukan untuk memelihara dan

._'fj_; semhhsaht.
. sehagmmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
m 2 keschatan secara berkala.

Pasal 39

= -ajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi:
a dengan hukum;

hlnmman yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual,
_ anak korban penculikan dan anak korban perdagangan

--11' =

jdak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau
ﬂlkmmpu
ahmatauhmmnasosml dan

' 'I ----

Bagian Kelima
Ketenagakenaan

Pasal 60

melakukan pengawasan berkala pada setiap
m:phn&nakdahmupayal’&rhndm

v I.--'I AT i

Wi Pasal 61

3 I_l i ;
= -

=

mm:ddnhmmt(l)m
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kerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
cerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan
k pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau
_- n yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan
ytuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika,
pika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
-kerjaar yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau

Bagian Keenam
Forum Anak

Pasal 62

me welenggarakan pemenuhan hak anak untuk menyampaikan
an  berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi
Anak.

imana dimaksud pada ayat (1) merupakan

i Anak di Daerah, baik representasi domisil geografis Anak,

kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan

AN 24 .
nak dapat dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagarl.
etiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak,
th Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi
Anak yang disampaikan melalui Forum partisipasi Anak.
lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana
da ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan

Bagian Ketujuh
Kabupaten Layak Anak

Pasal 63

ca pemenuhan hak Anak secara terpadu dan sistematis dan
tan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengembangan
s

Pengembangan KLA memuat tentang:
__-menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para

A -

-

: ’. "'E"-" ]
k. |,._- -
- mabia

:_I'.,:r_ :I‘L. % >
* ;:.. -l... :- :_ g
4 < -; -_';."J-f,'a.t_l"ii i
aitan pengembangan KLA.
g ey
PR T
s .
e Pasal 64
lll '*-"“. % b,
. ik o

or 2

engembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak

oi di 5 ] 5 (lima) kelompok, meliputi :

7
lam 1ra

| ﬁl dan pengasuhan alternatif;
asar dan kesejahteraan;
emanfe waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

i
B e
) NN ; .

BRI N 1) diatur dengan Persturan Bupadi,
IR £ LI e ¥ .

TR 24
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Pasal 65

jka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk

s

: ; an 'ausunan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan

menet: : '3 kepala Bappeda sebagai Gugus Tugas KLA dan

)PD Ef: g membidangi pemberdayaan perempuan sebagai
120 & h 'J. - KI.A

A -sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

B e L L

nasik n pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA; 1;
lF'i‘ sam, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi

1 T da.ta dasar pengembangan KLA;

s kebutuhan yang bersumber dari data dasar;

ieminasi data dasar;

v. | k‘us dan prioritas program dalam mewujudkan KLA,
ua ! zan dengan potensi daerah;

renc cana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan

alam enjalant car tugaan}’a, Gugus Tugas KLA dapal berkoordinasi dan
€rj; x-n UPTD PPA. dan lembaga lain yang melakukan layanan

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

' Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pembinaan “.-Pemenntah Daerah sebaga]mana dimaksud pada ayat (1),

sedoman dan standar pemenuhan, dengan memfasilitasi
msl ar kebijakan dan aturan yang dijadikan pedoman dan
1 penyelenggaraan pemberdavaan perempuan dan
ngan j_? %lﬂns dan pelatihan, meliputi :
mb rikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan pene.gak
u &ntang pencegahan dan penanganan kekerasan;
ek,
emb “g n pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
t, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka

' kekeraaan terhadap perempuan dan anak:

beril n pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan
layas kesehatan kepada perempuan dan anak korban
o @ puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit

E
-
o
wF
§
i f
1 *
ke,
iy
| 3 gl
P
|
-‘_I"r.ﬂ'
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e T "l-‘.'l-._ -'."_' N
'.1" ik 1

B P :
jemberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan
tugas bimbingan rohani dalam rangka melindungl perempuan
dan anak korban kekerasan; dan |
emberikan pelatihan kepada pokja PUG dan focal point masingZ
D untuk penyusunan program kegiatan yang berdasar

. _ , ‘:’f;_ T dan anajwl an I‘BSWHSH gender'

e dan prasarana dalam menyelenggarakan pemberdayazar
: = 1_%, et ikn na@n pcd'l.lll perempuaﬂ dan ana.k, _ ait
- . nelalui media cetak dan elektronik ter

L

:asan dan evaluasi terhadap
perempuan dan perlindungan
R me]akuhnr pengawasan dan evaluasi, Bupati dapat
= enuniuk OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. L
dan evaluasi merupakan bahan eval}laszl bagi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan

ah wajib menyediakan anggaran untuk pe_:ny&lenggaraan
1n kegiatar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
85 _--= Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber
aerah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah

penvelenggaraan program dan kegatan pemberdayaan

~perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
in yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

B
-y
1 1
=
=Y
il i
s LT

o @

-
=T
= .
\
i
al}

3
I:':I" ._- ]
-f.' i
C ol o s 1
i _*!"_,ll

. by ?i_Tﬂi_.l
&
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

as dan efesiensi pelaksanaan pelayanan perlindungan
an anak, sebelum UPTD PPA terbentuk, maka tugas dan fungsi
csanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan

i 8
- '||'|'-'. =,

n bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
ER AR

5 - :1:_= 4 L .

N BAB X

g ~"'7 L KETENTUAN PENUTUP
b | Pasal 70

1 n terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

T
ap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Pera
Ay ” wnmpu?gs,lwa dalam Lembaran Daerah Kabupaten

.
-

N .
L ¥ -'_-,.-.'-_ L T — )
VTl SRR R N
et T AR
- eV e

2017

ATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: 2
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